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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah 

menetapkan ketentuan terkait implementasi sistem desentralisasi di Indonesia, di mana 

kewenangan yang lebih besar diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk 

mengatur serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan guna menjamin 

kohesivitas pembangunan. Sebaliknya, pada era Orde Baru, pembangunan desa secara 

signifikan dilakukan dengan pendekatan yang lebih seragam oleh pemerintah pusat, 

dengan program pembangunan desa yang bersifat lebih top-down. Di era reformasi, 

pemberian tanggung jawab pembangunan desa secara substansial diberikan kepada 

desa itu sendiri, sementara pemerintah pusat dan daerah lebih condong untuk 

mengemban fungsi sebagai fasilitator yang memberikan dukungan finansial, 

pembinaan, serta pengawasan. 

Proses desentralisasi yang telah terjadi menggunggah kesadaran akan 

signifikansi otonomi daerah yang berfokus pada pemberdayaan potensi lokal. 

Walaupun saat ini kebijakan lebih menekankan otonomi pada tingkat Kabupaten 

ataupun Kota, secara hakiki, kemandirian seharusnya dinilai dari tingkat pemerintahan 

terendah, yaitu desa. Pemerintah desa dianggap memiliki kemampuan untuk lebih baik 

memahami prioritas kebutuhan masyarakat daripada pemerintah kabupaten yang 

mengelola masalah yang berskala lebih besar dan kompleks. Oleh karena itu, 

pelaksanaan pembangunan pedesaan harus disesuaikan dengan permasalahan yang 

dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi Masyarakat, dan prioritas pembangunan 

pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang 
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dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah 

ditetapkan. Sebagai respon terhadap hal ini, Pemerintah kemudian mengeluarkan 

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah daerah 

diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola wilayahnya, dan salah satu 

bentuk kepedulian terhadap pengembangan pedesaan adalah alokasi Dana Desa dalam 

anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun, yang dialokasikan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk pembangunan 

wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Dana Desa.  

Inilah yang melahirkan suatu inisiatif baru terkait desentralisasi di tingkat desa, 

dimulai dengan implementasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana 

dijelaskan pada ayat (1) minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh 

kabupaten/kota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus. Proses perpindahan dana perimbangan tersebut 

melalui Dana Desa diharapkan dapat memberikan kesejahteraan yang nyata bagi desa. 

Walaupun hal ini masih dalam tahap konseptual, terdapat kendala dalam 

pelaksanannya, terutama terkait Alokasi Dana Desa (ADD). Meskipun sudah 

diwajibkan dalam anggaran pos APBD, masih banyak daerah yang belum 

mengalokasikannya. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong dan 

melaksanakan transformasi menuju pemberdayaan desa, dan hal ini harus diinisasiasi 

dan didukung oleh semua unsur untuk mencapai Otonomi Desa. 

Daerah atau Desa, dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya 

dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki, diharapkan melakukan tugas-

tugas tersebut dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Menurut 
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Waluyo seperty yang dikutip Astuty dan Fanida (2013), akuntabilitas mencakup 

penyediaan informasi keuangan kepada masyarakat dan pihak lain, memungkinkan 

mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh kegiatan yang 

dilakukan. Ini tidak hanya mencakup laporan keuangan, tetapi juga informasi yang 

mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu, akuntabilitas 

merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan 

yang lebih baik dengan landasan good governance, seperti yang dijelaskan oleh 

Solekhan (2012), yang mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan negara yang 

solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif dengan menjaga keseimbangan 

sinergitas antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Harapannya, akuntabilitas 

dapat meningkatkan kualitas dan kinerja instansi pemerintah, menjadikannya lebih 

transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip akuntabilitas ini 

didasarkan pada tanggung jawab individua tau kelompok dalam setiap tingkat jabatan, 

yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakannya.   

Di awal Maret tahun 2019, masyarakat dikejutkan dengan mewabahnya virus 

baru yang menjadi persoalan global dan berdampak yang sangat serius di berbagai 

aspek kehidupan. COVID-19 muncul dari Kota Wuhan Provinsi Hubei Negara Cina, 

COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan, virus ini 

menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan sampai kematian. COVID-19 

menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa 

negara, termasuk Indonesia. (Keliat, 2020) Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan 

dampak serius bagi umat manusia, terutama di seluruh wilayah Indonesia. Pandemi ini 

tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga telah 

merenggut banyak nyawa, dengan ribuan orang terinfeksi dan meninggal setiap saat, 
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dan angkanya terus meningkat dari waktu ke waktu. Dampaknya meluas ke berbagai 

sektor kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, dan 

pendidikan. Ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, tercermin 

dalam merosotnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga barang, khususnya alat-alat 

kesehatan. Seiring dengan itu, sektor ketenagakerjaan juga menghadapi tantangan 

serius, dengan peningkatan pengangguran karena banyak pekerja yang dirumahkan 

akibat terhambatnya aktivitas perekonomian. Pelaku usaha terpaksa melakukan 

efisiensi untuk mengurangi kerugian. Dalam sektor pendidikan, ketidakefektifan 

proses belajar mengajar menjadi salah satu dampak yang mencolok. Skala nasional 

menunjukkan bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI 

mengelola penanganan COVID-19 melalui gugus tugas COVID-19, yang secara 

berkala memberikan informasi perkembangan terkini. Langkah-langkah pembatasan 

seperti larangan aktivitas massal dan kerumunan yang diterapkan oleh pemerintah juga 

berpengaruh signifikan terhadap berbagai kegiatan publik, termasuk penutupan 

perusahaan, sekolah, kampus, dan perkantoran.   

Dalam mewujudkan kemajuan pembangunan desa, kehadiran seorang 

pemimpin lokal dengan legitimasi yang kuat dalam pengambilan keputusan dan 

penetapan kebijakan di desa sangat diperlukan. Sebagai pemimpin utama di tingkat 

pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang 

signifikan dalam menetapkan arah kebijakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan 

desa. Kepala Desa juga memiliki peran krusial dalam membimbing serta 

memberdayakan masyarakat desa (Hajrudin, 2020). 

Kehadiran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama periode 2019-2021 

mengakibatkan dampak serius dalam bentuk hilangnya nyawa dan kerugian material, 
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yang merugikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan masyarakat secara luas. Prioritas 

alokasi Dana Desa Tahun 2020 difokuskan pada upaya penanggulangan COVID-19, 

melibatkan berbagai kegiatan seperti penanganan COVID-19 di tingkat desa dan 

implementasi program Padat Karya Tunai Desa. Selanjutnya, guna memperkuat 

adaptasi terhadap kebiasaan baru dan mengakselerasi pemulihan ekonomi di tingkat 

desa, alokasi Dana Desa Tahun 2022 akan difokuskan pada pendanaan program desa 

yang aman dari COVID-19 dan pemberdayaan ekonomi desa melalui program Padat 

Karya Tunai Desa (PKTD) yang diimplementasikan melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). BUMDes dianggap sebagai entitas usaha pedesaan yang berperan penting 

dalam mencapai kesejahteraan masyarakat pedesaan, sejalan dengan tujuan 

pembangunan nasional (Ramadana, 2021). 

Kehadiran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membuat pemerintah 

mengeluarkan kebijakan dengan terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 

2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut ketentuan yang tercantum 

dalam Peraturan Presiden tersebut, terdapat penekanan terhadap prioritas penggunaan 

dana desa, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung 

saat ini. Pada masa pandemi ini, dana desa secara langsung dialokasikan kepada 

masyarakat melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang mana dana tersebut 

ditujukan untuk memberikan dukungan kepada 8.045.861 keluarga atau sekitar 

39.263.802 individu. Langkah ini diambil dengan tujuan utama untuk memberikan 

bantuan kepada kelompok yang mengalami kesulitan selama masa pandemi. 

Kebijakan ini merupakan langkah tindakan yang direncanakan untuk mengatasi 

permasalahan atau tantangan yang timbul sebagai akibat dari situasi yang telah terjadi. 
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Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, 

terutama terkait penggunaan Dana Desa, memerlukan penyesuaian dengan ketentuan 

yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, khususnya pada 

pasal 5 ayat 4. Pasal tersebut menyatakan bahwa Dana Desa harus dialokasikan untuk 

berbagai program, antara lain Program Perlindungan Sosial dalam Bentuk Bantuan 

Langsung Tunai Desa sebesar minimal 40% (empat puluh persen), Program Ketahanan 

Pangan dan Hewani sebesar minimal 20% (dua puluh persen), Dukungan Pendanaan 

untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar minimal 8% 

(delapan persen) dari total Alokasi Dana Desa tiap desa, serta program sektor prioritas 

lainnya.   

Pemerintahan Desa diharapkan menjalankan tugasnya dengan optimal dalam 

melayani masyarakat desa melalui pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan kewenangan 

yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Oleh 

karena itu, perlu diketahui sejauh mana Pemerintahan Desa mematuhi ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Desa ini, serta mengidentifikasi kendala atau hambatan yang 

mungkin timbul dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 

desa-desa. Pemahaman terhadap hal ini dianggap sangat penting untuk mengatasi 

permasalahan dalam penggunaan dana desa dan untuk menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang efektif. 

Kecamatan Gelumbang menjadi salah satu wilayah yang terpengaruh oleh 

dampak pandemi COVID-19. Kecamatan Gelumbang terletak di bagian tengah 

Kabupaten Muara Enim dengan luas wilayah sekitar 489,73 kilometer persegi. 

Wilayah Kecamatan Gelumbang dibagi ke dalam 23 desa/kelurahan yang terdiri dari 
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22 Desa dan 1 kelurahan yaitu kelurahan Gelumbang. Kecamatan Gelumbang pada 

tahun 2015 semua desa merupakan desa definitif. 

Penerapan pasal 5 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 dalam 

penggunaan Dana Desa diharapkan akan terjadi kepatuhan pemerintahan desa dalam 

mengelola Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan dan 

pelaporan serta pertanggung jawaban. Kepatuhan pemerintahan desa dalam 

penggunaan Dana Desa melibatkan kemampuan pemerintahan desa untuk 

mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan 

masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud 

menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan Dana Desa 

sebagai salah satu komponen di dalamnya. 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gelumbang tepatnya pada Desa Putak, 

Desa Gumai, Desa Talang Taling, Desa Suka Jaya, Desa Segayam,  Desa Suka 

Menang dan Desa Tambangan Kelekar dengan memfokuskan pada implementasi 

kebijakan terhadap pasal 5 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, Sebab 

pencapaian sukses dalam pelaksanaan kebijakan menjadi sarana yang dapat 

menunjukkan serta merinci rencana strategis dan tujuan yang telah disusun dan 

ditetapkan oleh instansi pemerintah, dengan tujuan agar dapat beroperasi sesuai 

dengan regulasi yang berlaku, sehingga mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang 

diinginkan.  

Wewenang Kepala Desa mencakup pengelolaan keuangan desa, seperti yang 

dijelaskan dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 2. Pasal 

tersebut menegaskan bahwa Kepala Desa memiliki otoritas dalam mengelola 

keuangan dan aset desa. Kepala Desa, bersama dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan 
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Keuangan Desa (PTPKD), yang kemudian disingkat sebagai PTPKD, memiliki 

tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengelolaan 

keuangan desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Anggota PTPKD sendiri mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, 

dan Kepala Seksi. 

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), singkatan dari istilah tersebut, 

kepada warga yang terdampak oleh pandemi COVID-19, direncanakan sebanyak 40% 

dari total Dana Desa yang diterima oleh pemerintah setempat. Meskipun demikian, 

presentase tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing 

desa. Penyesuaian ini didasarkan pada evaluasi kebutuhan masyarakat dan dampak 

yang dialami oleh setiap desa. Selain itu, alokasi anggaran untuk BLT juga disesuaikan 

dengan jumlah Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa. Kemudian 

Program Ketahanan Pangan dan Hewani Paling Sedikit 20% (dua puluh persen), akan 

tetapi, persentase ini juga bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan desa yang 

bersangkutan, yang mendasarkan penyesuaian pada kebutuhan masyarakat setempat. 

Selain itu, Pendanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Juga 

disediakan alokasi anggarannya dari dana desa sekitar 8%, sementara persentase dan 

jumlah yang diajukan oleh pemerintah desa mungkin mengalami fluktuasi sesuai 

dengan kondisi yang sedang berlangsung di desa terkait. 

Secara otomatis, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang kemudian disingkat 

sebagai RKP Desa mengalami transformasi. RKP Desa, sebagai panduan pelaksanaan 

kebijakan utama Dana Desa, perlu mengalami penyesuaian, dan skala prioritas 

kegiatannya perlu direvisi. Dalam konteks ini, Kepala Desa sebagai pemimpin dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam 
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mengadaptasi dan membuat keputusan kebijakan yang diperlukan. Kepala Desa 

memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan terhadap 

prioritas penggunaan Dana Desa. Selain itu, Kepala Desa juga diharapkan untuk 

menginisiasi dan berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam mengubah 

kebijakan Dana Desa, terutama sehubungan dengan petunjuk dari pemerintah pusat 

terkait penanggulangan pandemi COVID-19. 

Keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh pemahaman para 

agen pelaksana kebijakan terkait dengan standar dan sasaran kebijakan. Jika, suatu 

kebijakan tidak memiliki standar dan sasaran kebijakan maka kebijakan itu sangat sulit 

untuk diimplementasikan. Kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik apabila 

para pelaksana kebijakan dapat memahami standar dan sasaran kebijakan, maka dari 

itu penulis tertarik untuk mengangkat judul Keberhasilan Implementasi Kebijakan 

Dukungan Dana Penanganan COVID-19 Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara 

Enim. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu 

bagaimana Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dukungan Dana Penanganan 

COVID-19 Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Keberhasilan Implementasi 

Kebijakan Dukungan Dana Penanganan COVID-19 di Kecamatan Gelumbang 

Kabupaten Muara Enim. 

1.4 Manfaat Penelitian  



10 

 

 
 

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian peneliti diharapkan memberikan masukan dalam 

mempelajari Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dukungan Dana Penanganan 

COVID-19 Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan 

teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin. 

 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis 

Diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap solusi masalah yang berkaitan 

dengan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dukungan Dana Penanganan COVID-

19 di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
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